
 

 
 

 
BUPATI  TANAH  BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah perlu 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah; 

b.  bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun 
oleh Bappeda; 

c.  bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
Rancangan Awal RPJMD Kab/Kota disusun: 

1. memuat Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 
terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih; 

2. berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota; 

dan 
3. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan 

RTRW Kabupaten/Kota lainnya. 

d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
memuat arah kebijakan daerah lima tahun yang 

merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk 
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan 
pembangunan daerah yang berkesinambungan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2016-2021; 



Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Nomor 20); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 
Nomor 16); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU                        
TAHUN 2016–2021.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan 
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah. 

 
BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

 
Pasal 2 

 

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016–2021, yang 
selanjutnya disebut RPJMD tahun 2016–2021 adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 yang 
dimulai pada tanggal 17 Februari 2016 dan berakhir pada tanggal 16 
Januari 2021. 

 

 



(2) RPJMD Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan 

dari Bupati dan Wakil Bupati, yang memuat isu strategis pembangunan 
berdasarkan hasil evaluasi periode sebelumnya, kerangka perencanaan 
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu 
indikatif, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 

maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. 

(3) RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menciptakan sinergitas 
pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor 
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi 

sumber daya dalam pembangunan daerah. 

(4) RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: 
a. pedoman penyusunan Renstra-SKPD; dan 
b. menyelaraskan pencapaian visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, 

strategi dan arah Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dengan visi, misi, arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah. 

 
Pasal 3 

 
Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Bappeda berpedoman pada: 

a. RPJPD 2005 – 2025; dan 
b. RTRW Kabupaten Tanah Bumbu. 

 
Pasal 4 

 

Kepala BAPPEDA melakukan penelaahan Rancangan Awal RPJMD mengenai 
kesesuaian dengan RPJMN, RPJMD Provinsi serta RPJPD Kabupaten Tanah 
Bumbu. 

 
BAB III 

KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD 
 

Pasal 5 

 
Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut: 

a. Bappeda menyusun RPJMD; 
b. penyusunan Rancangan Awal RPJMD memuat: 

1. visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

2. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota 
3. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW 

Kabupaten/Kota. 

c. penyusunan rancangan awal RPJMD terdiri atas: 
1. perumusan rencana awal RPJMD; dan 

2. penyajian rencana awal RPJMD. 
d. kepala BAPPEDA menyusun evaluasi RPJMD berdasarkan hasil masukan 

Kepala SKPD; 

e. hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan Rancangan Akhir RPJMD. 
 

 



BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 6 

 

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.   

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu. 
 
 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 14 April 2016 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 
 

 
 
MARDANI H MAMING 

 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 14 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 
 
 

SAID AKHMAD 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
TAHUN 2016 NOMOR 11 

 


